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 Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA 
Tenggarang Bondowoso tentang Izin Poligami sebelum Habis Masa Idah” ini 
merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum 
habis masa idah? dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Kepala 
KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah?. 
 Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah 
dan dianalisis menggunakan metode dekriptif analasis dengan pola pikir deduktif, 
yaitu menjelaskan pandangan Kepala KUA terlebih dahulu, kemudian dianalisis 
dengan perundangan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama: Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso mendukung adanya izin poligami sebelum habis masa idah yang 
diatur dalam Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Islam. Akan tetapi, karena surat edaran tersebut hanya 
bersifat administratif saja bukan menyangkut keabsahan perkawinan, maka ia 
membolehkan perkawinan dengan wanita lain sebelum masa idah bekas istri habis 
tanpa izin poligami dengan menyiasati administrasi, yaitu membuat surat 
pernyataan bermaterai Rp 6000 yang menyatakan suami tidak akan merujuk bekas 
istrinya kembali; kedua, Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso yang 
menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Islam hanya bersifat administratif saja dengan 
memberi alternatif sebagaimana di atas tidak sesuai dengan Pasal 42 Kompilasi 
Hukum Islam yang melarang melangungkan perkawinan ketika salah seorang 
diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam 
masa idah talak rajʻi. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama: Bagi Kepala KUA 
Tenggarang Bondowoso seharusnya tidak menyalahi semua peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan kewenangannya, khususnya Surat Edaran 
Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam 
masalah poligami dalam idah dan Kompilasi Hukum Islam; kedua, Bagi suami 
ketika mau menikah lagi dengan wanita lain seharusnya menunggu selesainya 
masa idah bekas istri terlebih dahulu agar terwujudnya perpisahan yang baik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Islam datang pada dasarnya telah berhadapan dengan aturan hukum 
yang telah ada sebelumnya, seperti hukum dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur. 
Begitupun dengan pengaturan hukum mengenai poligami. Islam pada 
dasarnya tidak melarang poligami, tetapi memberkan aturan tersendiri yang 
berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam. Islam hanya melarang poligami 
tak terbatas yang dipraktekan oleh orang-orang jahiliyah Arab maupun bukan 
Arab. Bagi mereka sudah merupakan kebiasaan para pemimpin (raja atau 




Dengan tibanya Islam, poligami yang terbatas ditetapkan empat orang 
menjadi istri saja pada suatu saat, dengan persyaratan khusus serta juga 
sejumlah ketentuan yang dikenakan padanya. Adapun jumlah wanita yang 
boleh dikawini dalam satu saat tidak boleh lebih dari empat orang. 
Sebagaimana tersebut dalam Surah Annisa ayat 3: 
 ُتْفِخ ْنِإَو ْلا ِفِ ْاُوطِسْق ُت َّلاَأ ْم  تَي  م ُكَل َبَاطاَماْوُحِكْنَاف ى نلا َنِم ْم ِءآَس  ن ْثَم  ٰ  َُُو   ُبرَو َث َعج  ْنَِاف
 ْمُُكنَاْيْا ْتَكََٰماَمَْوا ًةَدِحاَو َفاْوُلِدْع َت َّلاا ْمُتْفِخىٰق   ذ  نَْدا َكِلآ اْوُلْوُع َتَّلاَا ىٰق 
 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka 
                                                          
1
 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual 
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Prestasi 
Pustakaraya, 2007), 66. 



































(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang 




Para ulama ahli Sunah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang 
suami mempunyai istri lebih dari empat, maka hukumnya haram.
3
 Dan 
perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali 
suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu, dan telah habis 
pula masa idahnya. Para ulama ahli Sunah dalam hal membatasi istri empat 
orang saja, merujuk pada dalil dari sunah Rasulullah saw. adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Qois bin al-Harits ra, beliau berkata: 
, ْيِقَرْو َّدلا مْيِىَار ْبِإ ْنِب ْدَْحَْأ اَن َُ َّدَح َّدَح  تِْنب َةَضْي َِحْ ْنَع , ىَٰ ْ َيل ْبَِأ ِنِْبا ْنَع ٌمْيِشَى اَن َُ
 َق ْنَع , ِلَدْرَمَّشلا ُللها ىََّص َّبَِّنلا ُتْي َتَْأف . ٍةَوْسِن َْيِْنَاَثَ ىِدْنِعَو ُتْمَْٰسَأ : َلَاق ِثِرَالحا ِنْب ٍشْي
وجام نبا هاور . اًع َبَْرأ َّنُه ْ نِم ْر َتْخِإ : َلاَق َف , َكَلاَذ ُتُْٰق َف : َمَّ ََُو ِوْيََٰع 
 
Kami menceritakan Ahmad bin Ibrahim ad-Daurati, kami 
menceritakan Hasyim dari Ibnu Abi Laila, dari Hamidah binti 
Syamardali, dari Qais Ibnu Haris berkata: Ketika masuk Islam saya 
memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan 
keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka.4 
 
Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian 
khusus dari Allah Swt. hingga tidak mengherankan kalau Allah meletakkan 
pembahasan ini pada awal Surah Annisa.
5
 Poligami merupakan salah satu 
persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus 
kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi 
                                                          
2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara 
Kudus, 2006), 77. 
3
 Al-Qurṭubī, Tafsir Al-Qurthuby, juz III (Kairo: Dar Al-Sya„bi, t.t.), 1587. 
4
Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1405), 44. 
5
 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004,), 
425.   







































Karena pada dasarnya, seorang laki-laki hendaklah mencukupkan diri 
dengan memiliki seorang istri saja, karena asas dari perkawinan itu 
sebenarnya adalah monogami, demi menjaga ketenangan, kehidupan 
berkeluarga, dan agar lebih mudah memelihara dan mendidik anak-anak yang 
dilahirkan dari perkawinan tersebut.
7
 
Poligami tidak serta-merta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan 
perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus 
didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang 
mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yaitu: 
Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan 
beristri lebih dari seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.8 
 
Di dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan 
sebagaimana di dalam dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu : 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami 
yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
                                                          
6
 Amiur Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004),156. 
7
 Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para 
Ulama (Bandung: Mizan, Oktober 2002), 90. 
8
 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 



































c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.9 
 
Di dalam Surat Edaran Nomor : D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Islam masalah poligami dalam idah istri 
menyatakan bahwa seorang suami yang baru saja putus perkawinannya dan 
masih dalam masa idah bekas istri kemudian ingin menikah lagi dengan 
perempuan lain, maka harus meminta izin pada Pengadilan Agama. Karena 
suami istri dalam masa idah istri talak raj‘i itu masih saling berkaitan, 
mengingat masih adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
keduanya. Di antaranya yakni nafkah idah istri, seorang bekas istri berhak 
mendapatkan nafkah idah istri dari suami selama masa idah istri belum 
selesai.
10
 Dalam hal ini berarti suami harus menjamin keperluan hidup istri 
yang tertalak selama dalam masa idah. 
Pada dasarnya seorang suami tersebut tidak bisa melakukan 
pernikahan dengan orang lain selama masih dalam masa idah istri tanpa izin 
dari Pengadilan Agama, meskipun pada hakikatnya idah istri merupakan 
milik bekas istri. Secara implisit Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 
selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa idah, suami 
tersebut masih dianggap mempunyai ikatan. Sehingga dengan demikian, jika 
suami menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istri yang 
diceraikannya, dia dapat dianggap beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh 
karenanya, seharusnya dia mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. 
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
                                                          
9
 Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 
10
Surat Edaran Direkturat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam  Nomor DIV/E.D/17/1979. 



































Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri 
lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. 
Dari hal di atas timbullah permasalahan dimana Kepala Kantor 
Urusan Agama sebagai kepala kantor yang melaksanakan sebagian tugas 
Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam 
wilayah kecamatan dengan melihat peraturan perundang-undangan tidak 
mengikuti aturan masalah poligami dalam idah dengan meminta izin poligami 
ke Pengadilan Agama tetapi menggunakan alternatif lain dengan membuat 
surat pernyataan suami bermaterai Rp 6000. 
Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk mengetahui pandangan 
Kepala Kantor Urusan Agama tentang izin poligami sebelum habis masa 
idah, karena dalam hal melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk kecamatan, 
Kepala Kantor Urusan Agama mempunyai peranan yang penting. Dalam 
penelitian ini Kepala Kantor Urusan Agama merupakan objek dan sekaligus 
subjek penelitian. Penulis ingin mengangkat tema ini menjadi judul penelitian 
dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso tentang Izin Poligami sebelum Habis Masa Idah”. 
 
B. Identifikasi  dan Batasan Masalah 
Sesuai  dengan  paparan  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat  
diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut : 
 



































1. Definisi poligami menurut Hukum Islam. 
2. Prosedur poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974. 
3. Prosedur poligami menurut Surat Edaran Direkturat Pembinaan Badan 
Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) Nomor DIV/E.D/17/1979. 
4. Penerapan izin poligami sebelum habisnya masa idah selesai. 
5. Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami 
sebelum habisnya masa idah selesai. 
6. Dasar hukum pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso. 
7. Analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso tentang izin poligami sebelum habisnya masa idah selesai. 
Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan 
arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah 
berikut ini: 
1. Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami 
sebelum habis masa idah. 
2. Analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 



































1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang 
izin poligami sebelum habis masa idah?  
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA 
Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian 
terdahulu yang relevan memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan 
dengan penelitian yang akan dilakukan, baik yang berasal dari dalam maupun 
luar negeri dan juga dikemukakan perbedaan dan persamaannya dengan 
penelitian yang saat ini dilakukan. 
1. Skripsi “Perbandingan antara Fiqh dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami” oleh 
Khoiriyah Ulfah. Hasilnya menunjukkan bahwa ahli fiqh dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedua-duanya sama 
memperbolehkan poligami dengan mempersulit pelaksanaannya, 
keduanya sama-sama berpendapat bahwa suami harus bias berbuat adil, 
dan mampu member nafkah kepada istri dan anak-anak, alasan keduanya 
memperbolehkan karena istri tidak memperoleh keturunan, istri tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
11
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 Khoiriyah Ulfah, “Perbandingan antara Fiqh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2000) 



































2. Skripsi “Analisis Hukum Positif terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat 
tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan 
Kenjeran Kota Surabaya” oleh Melyana Sifa. Hasil penelitian ini yaitu 
berdasarkan dari pandangan tokoh masyarakat Bulak Banteng Wetan 
poligami merupakan hal yang diperbolehkan namun bukan contoh yang 
baik untuk masyarakat dan keluarganya, maka dari itu jika poligami 
dilakukan tidak sesuai prosedur maka tidak sah poligaminya.
12
 
3. Skripsi “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Seorang Suami yang 
Berpoligami tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus di Desa Pataonan 
Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan” oleh Lu‟luul Mukarromah. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami tanpa izin istri 
pertamanya yang menjadikan praktik poligami ini terjadi dikarenakan 
karena suaminya telah mencintai perempuan lain, akan tetapi juga 
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 yang 
dalam praktiknya suami tidak mengalami permasalahan yang ditelah 
dijelaskan dalam ketentuan tersebut dan memalsukan identitas ketika 
menikah dengan wanita lain.
13
 
4. Tesis “Tinjauan Maslahah terhadap Surat Edaran Nomor 
D.IV/Ed/17/1979” oleh Achmad Rosidi Jamil menyatakan dalam 
tinjauan maslahah Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979 adalah 
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 Melyana Sifa, “Analisis Hukum Positif terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang 
Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya” 
(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017). 
13
 Lu‟luul Mukarromah,“Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami 
tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan” 
(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). 



































termasuk almaṣlaḥah al-murslah. Karena tidak didapati nas yang 
mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami dan dapat 
diberlakukannya izin poligami dan dapat diberlakukannya waktu tunggu 
bagi laki-laki. Sedangkan berdasarkan skala kualitas maslahah yang 
dikandungnya, surat edaran tersebut termasuk kategori almaṣlaḥah at-
taḥsīnī karena ia hanya bermuatan dimensi etis saja. Sementara menurut 
cakupannya, surat edaran itu merupakan almaṣlaḥah al-aglabah karena 
hanya ditujukan kepada umat Islam. Oleh karena itu, berdasarkan 
klasifikasi tersebut jika mengacu pada maṣlaḥahnya al-Gazali, surat 
edaran itu tidak dapat dijadikan landasan hukum karena kualitas 
maslahah yang dikandungnya hanya bersifat taḥsīnī.14 
Berdasarkan telaah pustaka di atas telah belum menemukan penelitian 
yang membahas secara khusus tentang padangan Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah. Dengan 
demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan 
dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi 
atau penelitian sebelumnya. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Mengetahui deskripsi pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso 
tentang izin poligami sebelum habis masa idah. 
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 Achmad Rosidi Jamil, “Tinjauan Maslahah terhadap Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979” 
(Tesis--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 



































2. Mengetahui secara mendalam analisis yuridis terhadap pandangan 
Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum 
habi masa idah. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti 
lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu: 
1. Kegunaan teoritis 
Hasil ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan 
khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang 
Hukum Keluarga yang berkaitan dengan masalah izin poligami terhadap 
pelaksanaan nikah suami dalam masa idah istri. 
2. Kegunaan praktis 
Membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
ketentuan izin poligami terhadap pelaksanaan nikah suami dalam masa 
idah istri. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, 
maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan 
menguraikan sebagai berikut : 



































Analisis Yuridis : Penyelidikan terhadap suatu 
peristiwa menurut hukum atau dari 
segi hukum berlaku di suatu Negara 
yang lebih dispesifikkan kepada 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, Kompilasi Hukum Islam, Surat 
Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 
Dirjen Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam Islam Masalah 
Poligami dalam Idah. 
Pandangan Kepala KUA : Pendapat atau pemikiran kepala 
KUA sebagai kepala kantor yang 
melaksanakan sebagian tugas Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten di 
bidang urusan Agama Islam dalam 
wilayah kecamatan tentang dasar 
hukum yang digunakan. 
Izin poligami sebelum habis masa 
idah 
 
Izin yang diberikan pengadilan 
agama kepada seorang suami yang 
telah menceraikan istrinya dengan 
talak rajʻi dan mau menikah lagi 
dengan wanita lain sebelum habis 
masa idah istri pertama. Izin 



































poligami yang dimaksud adalah 
poligini. 
Berdasarkan beberapa hal yang telah dijabarkan dalam definisi 
operasional tersebut, kiranya dapat menjadi satu kesatuan pokok bahan kajian 
penelitian oleh penulis mengenai pandangan Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah yang selanjutnya 
akan dianalisis menggunakan analisis yuridis. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian diartikan sebagai salah satu cara atau teknis yang 
dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan 
sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 
memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan 
sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
15
 Bahwasanya data penelitian ini 
berupa data primer dan data sekunder hasil dari penggalian pendapat individu 
serta literatur-literatur penunjang. Maka penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kualitatif karena data yang menjadi objek penelitian berupa 




1. Data yang dikumpulkan 
a. Data tentang ketentuan izin poligami sebelum habis masa idah. 
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 Merdalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24. 
16
 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), 19. 



































b. Data tentang pandangan Kepala KUA Tenggarang tentang izin 
poligami sebelum habis masa idah. 
2. Sumber data 
Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif 




Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber 
data sebagai berikut: 
a. Sumber primer 
Sumber primer adalah sumber utama yang darinya data 
utama diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan 
menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 
pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
18
 Dalam 
penelitian ini, data yang diperoleh berdasarkan pandangan Kepala 
KUA Tenggarang Bondowoso. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber yang telah dikumpulkan 
pihak lain.
19
 Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber 
dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja 
yang berhubungan dengan 
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Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 157. 
18
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. IV (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91. 
19
Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: PT. 
Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69. 



































1) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara 
Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. 
2) Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami. 
3) Arij „Aburrahman As-Sanan, Memahami Keadilan Dalam 
Poligami. 
4) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Asep Sobari…[et.al.] jilid 2. 
5) Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah 
Bahasa Indonesia. 
6) Kompilasi Hukum Islam. 
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
8) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 
(DITBINBAPERA) Nomor DIV/E.D/17/1979). 
3. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data adalah proses memperoleh data dalam 
penelitian sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 
bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 
memberikan keterangan pada di peniliti.
20
 Wawancara dilakukan 
dengan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso. 
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Mardalis, Metode Penelitian Suatu..., 64. 




































Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, 




4. Teknik pengolahan data 
Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-
sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing 
Editing yaitu memeriksa kembali semua data-data yang 
diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari 
berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang 





Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber 
dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran 





Analyzing yaitu dengan memberikanan alisis lanjutan 
terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari 
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Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian: Suatu..., 158. 
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 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.  
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 Ibid., 154. 



































sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil 
lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.
24
 
5. Teknik analisis data 
Data yang terkumpul analisis data dilakukan secara diskriptif 
analisis dengan pola dekuktif. Teknik diskriptif analisis yaitu 
mendeskripsikan data tentang pendapat Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso mengenai izin poligami sebelum habisnya masa idah selesai. 
Metode ini digunakan untuk menjelaskan pendapat Kepala KUA 
tersebut, kemudian dianalisis memberi penilaian dengan perundangan 
yang berlaku. Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang 
diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang 
berkenaan dengan izin poligami. 
Hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas 
rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan 
hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan 
dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari subbab. 
Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut : 
Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 
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pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua, memuat landasan teori tentang poligami, perceraian, dan 
idah memuat bahasan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, 
syarat-syarat poligami, alasan poligami. Perceraian memuat bahasan tentang 
pengertian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, akibat hukum 
perceraian. Idah memuat bahasan tentang pengertian, dasar hukum idah, 
macam-macam idah, hikmah idah. 
Bab Ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang pandangan Kepala 
KUA yang berisi tentang deskripsi profil Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso, dasar pemikiran pandangan Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso terhadap izin poligami sebelum habis masa idah. 
Bab Empat, tentang analisis terhadap pandangan Kepala KUA 
Tenggarang Bondowoso mengenai izin poligami sebelum habis masa idah. 
Bab Kelima, tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 


































TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI, PERCERAIAN, DAN IDAH 
 
A. Tinjauan Umum Poligami 
1. Pengertian poligami 
Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami berasal 
dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus 
yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin 
atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang 
banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah 
perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita 
dalam waktu yang sama.
1
 Poligami digolongkan menjadi dua jenis yaitu 
poligini dan poliandri. Poligini adalah sistem perkawinan yang 
membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri sebagai istrinya 
dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poliandri adalah sistem 
perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih 
dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
2
 
Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki 
mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan 
tidak boleh lebih dari itu.
3
 Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya 
bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan 
dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. 
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 Saleh Ridwan, “Poligami di Indonesia” Jurnal Al-Risalah, No.2 Vol. 10 (November, 2010), 369. 
2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. 
3
 Arij „Abdurrahman, Memahami Keadilan dalam Poligami (Jakarta: PT. Global Media Cipta 
Publishing, 2003), 25. 


































Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. 
Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-
syarat dan tujuan yang mendesak.
4
 
Poligami adalah suatu tuntunan hidup, dan ini bukan undang-
undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan 
menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berperi 
kemanusiaan, lalu hal tersebut diatur dan dijadikan obat untuk beberapa 
hal yang terpaksa yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang ketika 
laki-laki banyak yang beristrikan 10 orang atau lebih. Dari situ Islam 
menjelaskan kepada laki-laki bahwa ada batasan yang tidak boleh 
dilaluinya, yaitu dibatasi beristri hanya empat orang saja. Dan aturan 
tersebut mempunyai ikatan dan syarat yaitu adil terhadap istrinya, apabila 
adil ini tidak dapat dilaksanakan oleh suami, maka dia hanya 
diperbolehkan kawin dengan seorang saja.
5
 Sedangkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri 
lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya 
sampai empat orang istri.
6
 Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, dari Undang-
                                                          
4
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-
Press) 2009), 56.  
5
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Surabaya: PT. 
Binailmu, 2008), 309-310. 
6
 Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam. 


































Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan 
tertentu yaitu paling banyak empat orang.
7
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami yang 
dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu terbatas empat orang 
perempuan saja dan dengan pengabsahan dari pengadilan sebagai 
institusi, sehingga tidak disalah gunakan oleh orang yang hendak 
melakukan poligami. Poligami dalam tulisan ini dimaksudkan adalah 
poligini. 
2. Dasar hukum poligami 
Alquran menerangkan poligami dalam Surah Annisa ayat 3 yaitu: 
  تَيْلا ِفِ ْاُوطِسْق ُت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو  م َطاَماْوُحِكْنَاف ى  ن ْثَم ِءآَس نلا َنِم ْمُكَل َبا  ٰ  َُُو   ُبرَو َث َعج  ْنَِاف
 ْمُُكنَاْيْا ْتَكََٰماَمَْوا ًةَدِحاَو َفاْوُلِدْع َت َّلاا ْمُتْفِخىٰق   ذ  نَْدا َكِلآ اْوُلْوُع َتَّلاَا ىٰق 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, 
tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak 





Ayat tersebut menurut pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam kitab 
Al-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami diperkenankan untuk 
melakukan poligami jika ia bisa berbuat adil kepada istrinya. Akan tetapi, 
seandainya tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil 
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 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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 Departemen Agama RI, Alquran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara 
Kudus, 2006), 77. 






































Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana 
ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya 
berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang 
hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkannya dan dengan 
syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang 
poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi 
ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang 
penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.
10
 
Dalil dari Rasulullah saw. adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
Qais bin al-Harits ra., beliau berkata, “ketika masuk Islam, saya memiliki 
delapan istri. Saya menemui Rasulullah saw. dan menceritakan keadaan 
saya, lalu beliau bersabda; pilih empat diantara mereka.”11 
Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir 
Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan 
ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep 
poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Alquran, menurut sebagian dari 
mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman nabi yang pada saat itu 
banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat 
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 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.  
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berperang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat, kebolehan 
berpoligami hanyalah bersifat darurat.12 
3. Syarat-syarat poligami 
Pada dasarnya alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas 
hanyalah merupakan alasan untuk dapatnya seseorang mengajukan 
permohonan poligami. Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami 
harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum 
agama Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri 
lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istrinya. 
Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat 
mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan 
perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit 




Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan melakukan 
poligami di antaranya sebagai berikut: 
a. Maksimal empat orang 
Islam hanya memperbolehkan seorang laki-laki melakukan 
poligami dengan satu orang istri seperti yang telah dijelaskan di awal 
pembahasan. 
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 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami (Yogyakarta: PT. ACAdeMIA, 1996), 83. 
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b. Adil terhadap istri 
Allah Swt telah memerintahkan kepada laki-laki yang ingin 
berpoligami agar berlaku adil dengan Firman-Nya dalam Surah 
Annisa ayat 3: 
..... ًةَدِحاَو َف اْوُلِدْع َت َّلاَأ ْمُتْفِخ ْنَِإف 





Dalam hal ini orang yang mencermati ayat ini akan sampai 
kepada pendapat Alquran yang menjadikan perasaan ragu tidak bisa 
berlaku adil sebagai penghalang poligami, sedangkan poligami itu 
diperbolehkan jika terdapat keyakinan mampu untuk berlaku adil 
terhadap semua istri. 
Syarat adil yang dimaksudkan ialah dalam hal-hal yang 
mungkin dilakukan dan di kontrol manusia, dalam artian bahwa 
keadilan yang disebut dalam Surah Annisa ayat 3 hanya 
berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusia, 
dalam hal cinta dan kasih, sekalipun andaikan seorang benar-benar 
ingin berbuat adil dengan tujuan yang ditulis tetap tak akan mampu 
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c. Mampu memberi nafkah 
Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang 
perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara 
berkesenimbungan, karena Rasulullah saw. bersabda : “Wahai para 
pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian maka 
segeralah menikah, karema ia lebih dapat menjaga pandangan dan 
kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, 
karena itu perisai.”16 
d. Adanya persetujuan dari istri 
Yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri adalah 
apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila 
pernyataan itu secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang 
pengadilan. 
Kesulitan memperoleh izin istri ialah, bahwa tiada seorang 
istripun yang suka dimadu, sehingga bilamana ada yang mau 
memberikan izinnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa 
dengan pertimbangan: 
1) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri; 
2) Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk 
kawin lagi dengan orang lain; 
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 Arij Abdurrahman As-Sanah, Memahami Keadilan dalam..., 33. 
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4. Alasan poligami 
Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menganut 
asas monogami, yang dalam hal ini telah jelas disebutkan dalam Pasal 3 
ayat (1) yang berbunyi: pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang 




Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat 
mutlak, hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan 
monogami dengan jalan mempersulit dan mengatur penggunaan lembaga 
poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.
19
 
Terdapat beberapa syarat apabila seorang pria (suami) ingin 
melakukan poligami. Syarat-syarat itu tertuang dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yang pada intinya 
adalah sebagai berikut: 
a. Harus ada izin dari pengadilan, 
b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang 
perizinan poligami, 
Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tercantum bahwa, untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, yang 
dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat yang berkompeten 
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menangani peradilan tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat 
dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagai berikut: 
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 




Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya Masail Fiqhiyah-
Kajian Hukum Islam Kontemporer, mengutip pendapat dari Syeikh 
Muhammad Rasyid Ridha yang menerangkan beberapa hal yang boleh 
dijadikan alasan berpoligami antara lain: 
a. Istri mandul 
Yang dimaksud dengan mandul apabila istri yang 
bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan 
keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
tahun tidak menghasilkan keturunan.
21
 
b. Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya 
memberi nafkah batin.  
Yang dimaksud dengan istri mempunyai penyakit yang tidak 
disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita 
penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter 
sukar disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan 
kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir 
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bathin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang istri 
yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan 
istri yang demikian di mana keadaan istri benar-benar membutuhkan 
pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksakan poligami dalam 
hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan dari pada 
mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang 




c. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa/Hypersex, sehingga 
bila istrinya haid beberapa hari saja menghawatirkan dirinya berbuat 
serong. 
d. Bila suatu daerah yang jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-
laki, sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita 
yang berbuat serong. 
e. Menghindari selingkuh atau zina merupakan alasan lain untuk 
berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok 
propoligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar 
dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka semena-mena. 
Kelompok ini beralasan bahwa banya cara yang dapat ditempuh 
kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya tanpa harus repot-repot 
dengan urusan perkawinan, tidak perlu terlibat dengan urusan 
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tanggung jawab mengurus anak-anak dan rumah tangga, seperti 
dalam bentuk cinta bebas, prostitusi, promiskuitas, dan 
keserbabebasan seks. Seorang laki-laki yang berpoligami pada 
prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya dengan 
bayaran yang mahal, karena ia harus menjadikan perempuan yang 
mau melayani kepuasan seksualnya itu sebagai istri yang sah dan 
harus dinafkahi sebagaimana istrinya yang lain, bahkan anak-anak 





1. Pengertian perceraian 
Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang 
berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk 
kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari 
perbuatan cerai. Sedangkan pengertian talak menurut istilah adalah 
menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan 
dengan menggunakan kata-kata tertentu.
24
 
Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah 
putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri 
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Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kunci yang 
menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu: 
Pertama: Meninggalkan atau melepaskan, artinya bahwa 
perceraian ialah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu 
ikatan perkawinan. 
Kedua: Ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa 
perceraian itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. 
Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan 
hubungan antara suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan 
tersebut maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami 
istri. 
Ketiga: lafaz ta-la-qa mengandung arti bahwa perkawinan itu 
putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-
kata cerai mengakibatkan putusnya perkawinan.
26
 
Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa perceraian 
merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri 
karena sebab-sebab tertentu yang memang sudah tidak diteruskan lagi 
dalam ikatan perkawinan mereka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan istri serta hilanglah 
pula hak dan kewajiban suami istri. 
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2. Dasar hukum perceraian 
Adapun asal hukum perceraian adalah makruh, karena hal itu 
menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan 
keluarga.
27
 Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis: 
 َرَمُع ِنِْبا ْنَع–  اَمُه ْ نَع ُللهَا َيِضَر–  ُضَغ َْبأ( مٰسو ويٰع ُللها ىَٰص ِللها ُلُصَر َلَاق : َلَاق
 ْوَجاَم ُنْبا ُهاَوَر ) ُقَلََّطلا ِللها َلِا ِلَلََْلحا
28 
Dari Ibnu Umar R.A. berkata: Sesuatu yang halal yang sangat 




Beberapa ayat Alquran yang mendasari diperbolehkan perceraian 
adalah sebagai berikut: 
a. Surah Albaqarah ayat 227 
 ْنِاَو َلََّطلا ْوُمَزَع َق ٌمْيَِٰع ٌع َِسَ َللها َّنَِاف 
Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka 
sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 
 
b. Surah Albaqarah ayat 229 
 تَّرَم ُقَلََّطلا ِن
ىٰص  ٌكاَسْمَِافم  ٍناَسْحِِاب ٌحِْيرْسَتَْوا ٍفْوُرَْعبِىٰق   لَِيََلاَو  اْوُذُخَْأت َْنا ْمُكَل
  اّآَمَ ُتْي َت ِللهاَدْوُدُح اَمْيُِقي َّلاا آَفَا َّيَّ َْنا َّلَِّا اًئْيَش َّنُىْوُم
ىٰق  ِللهاَدْوُدُح اَمْيُِقي َّلاا ْمُت ْف ِْنَِافلا َلََف
 َحاَنُج  ِِوب ْتَدَت ْفااَمْيِفاَمِهْيََٰعىٰق اَىْوُدَتْع َت َلََف ِللهاُدْوُدُح َكِْٰتج ِللهااَدْوُدُح َّدَع َتَّ ي ْنَمَو
 لُوَاف َكِئ  َنْوُمِلاَّظلا ُمُى 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 
tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 
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tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 
khawatir bahwa keduanya ( suami istri) tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah 
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 





c. Surah Atthalaq ayat 1 
 ْقََّطاَذِا  بَِّنلااَه  يَآي َةَّدِعْلا اْوُصْحَاَو َّنِِتَِّدِعِل َّنُى ْوُق َٰطف َءآَس نلا ُمُت
ج 
Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu maka hendaklah 





Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau 
melarang melakukan talak yang mengandung arti yang hukumnya 
mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi 
Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. 
Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat 
keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah 
sebagai berikut: 
1) Sunah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat 
dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan 
yang lebih banyak akan timbul. 
2) Mubah, yaitu dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian 
dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu 
sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya. 
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3) Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti 
dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah 
untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, 
sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia 
dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan 
istrinya. 
4) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam 
keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
32
 
5) Makruh talak dihalalkan oleh Allah tetapi dibenci jika tidak 
ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak 
mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan 
kemashlahatan yang terkandung dalam perkawinan.
33
 
Adapun dasar hukum perceraian menurut Undang-Undang 
perkawinan sudah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
menyatakan bahwa : 
Pasal 38 
Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian 
b. Perceraian 
c. Atas keputusan Pengadilan 
Pasal 39 
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak. 
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b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup 
rukun. 
c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur 
dalam peraturan perundangan sendiri. 
Pasal 40 
a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 
b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) 
pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. 
 
3. Alasan perceraian 
Adapun alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 
pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang susah 
disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang sah atau karena lain hal di luar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 
istri. 
f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 





4. Akibat hukum perceraian 
Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam 
segala bentuknya, maka hukum yang berlaku yang di atur dalam Pasal 
149 Kompilasi Hukum Islam adalah:
35
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a. Keharusan memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, 
baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut 
qabla al-dukhūl. 
b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas 
istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 
bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan 
separuh apabila qabla al-dukhūl. 
d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum 
mencapai umur 21 tahun. Ini diatur dalam Pasal 41 Undang-
Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti 
berikut : 
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusannya. 
2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi 
tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam 
kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu 
sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, 
maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 
memikul biaya tersebut. 
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 




Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas 
istrinya yang masih dalam idah. 
Pasal 151 
Bekas istri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, 
tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria 
lain. 
Pasal 152 
Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas 
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1. Pengertian Idah 
Definisi idah menurut bahasa dari kata “al-‘udd” dan “al-Ilsha’” 
yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari 
jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan. Allah Swt. berfirman 
dalam Alquran: 
 ًارْهَش َرَشَع اَن ُْا ِللها َدْنِع ِرْوُه شلا َتَّدِع َّنِإ 
Sesungguhnya bilangan beberapa bulan di sisi Allah sebanyak 
dua belas bulan. (QS. Attaubah (9): 36) 
 
Dalam kamus disebutkan idah wanita berarti hari-hari kesucian 
wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fukaha idah 
adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Idah sudah 
dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak 
meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena 
maslahat. Idah diantara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada 
kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal 
menikah kecuali habis masa idah wanita yang dicerai.
37
 
Idah termasuk diantara sesuatu yang tidak berbeda sebab 
perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Allah telah menjelaskan 
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Masa idah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari 
suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas 
keputusan pengadilan. Masa idah tersebut hanya berlaku bagi istri yang 
sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum 




Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 
153 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: 
a. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku 
jangka waktu tunggu. 
b. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 
akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. 
 
Masa idah dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam mempunyai 
beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 
a. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya; 
b. Putus pernikahan karena perceraian; 
c. Putus pernikahan karena khulu‟, fasakh dan li‟an; dan 
d. Istri ditalak raj’i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa idah. 
Selain itu dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 
170 mengenai masa berkabung dalam masa idah, sebagaimana yang 
dijelaskan berikut ini: 
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a. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa 
berkabung selama masa idah sebagai tanda turut berduka cita dan 
sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 
b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa 
berkabung menurut kepatutan. 
Mengenai ketentuan idah bagi laki-laki dalam Pasal 4 Kompilasi 
Hukum Islam dijelaskan seorang pria dilarang melangsungkan 
perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang 
mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat 
tali perkawinan atau masih dalam idah talak rajʻi ataupun salah seorang 
diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam 
masa idah talak rajʻi.40 
2. Dasar hukum idah 
Kewajiban menjalani masa idah itu dapat dilihat dari ayat 
Alquran, Sunah, dan ijma‟. 
a. Diantaranya adalah firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 228: 
  قََّطُمْلَو  ٰ  َُ َّنِهِسُف َْنِاب َنْصَّبَر َت َي ُت َث  وُر ُق َت ٍء
ىٰق
   ِف ُللها َقََٰخ اَم َنْمُتْكَّي َْنا َُّنَلَ  لَِيََلاَو 
اَحَْرا  ْلاا ِمْو َيْلَو ِللهِاب َّنِمْؤ ُي َّنُك ْنِا َّنِهِم ِرِخ
ىٰق  ذ ِْف َّنِى دَرِب  قَحَا َّنُه َُتل ْوُع ُبَو  وُدَاَرا ْنِا َكِل ا
اًحَلَْصِاىٰق  ِم َُّنَلََو ْيََٰع ْيِذَّلا ُلْث ِفْوُرْعَمْلِاب َّنِه
ىٰص  ٌةَجَرَد َّنِهْيََٰع ِلاَج رِلَو
ىٰق  ُللهاَو
 ٌمْيِكَحٌز ِْيزَع 
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru'
41
 tidak boleh mereka 
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat 
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 Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. 
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 Quru’ dapat diartikan suci atau haid. 


































dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan 
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang makruf akan tetapi para 
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya 
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 
b. Sunah sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais 
bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya: 
 ٍمْو ُتْكَم  ُما ِنْبا ِكَّمَع ِنْبا ِتْي َب ِْف ي دَتْعِا 





Dari sabda Nabi saw. kepada kepada wanita yang terkhuluk: 
Dan hendaklah engkau beridah sekali haid. 




3. Macam-macam idah 
Dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) masa idah 
diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu: 
a. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya. 
Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu 
ditetapkan 130 hari hal itu diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf 
a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 153 KHI. Dan ketetapan 
ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam 
keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal 
mati suaminya dalam keadaan hamil maka waktu tunggunya 
adalah sampai ia melahirkan. 
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 Suami telah menalak dan tidak ada di rumah, ia beridah sendirian di rumah suaminya, 
kemungkinan dikhawatirkan ada orang lain masuk ke rumah itu, maka Rasulullah mengizinkannya 
beridah di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena disana aman dari penglihatan seseorang. Lihat: 
Syarah Shahih Muslim li An-nawawi, 1/94. 
43
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dam Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat..., 319-
320. 


































b. Putus pernikahan karena perceraian. 
Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya maka 
memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu yaitu: 
1) Dalam keadaan hamil. 
Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam 
keadaan hamil iddahnya sampai ia melahirkan 
kandungannya. 
2) Dalam keadaan tidak hamil. 
Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum 
terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya 
masa idah. Apabila seorang isri diceraikan oleh 
suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (dukhūl). 
 
Adapun rincian masa tunggunya sebagai berikut: 
a. Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tunggunya 
berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. 
b. Bagi istri yang tidak datang bulan maka idahnya 3 bulan atau 90 
hari. 
c. Bagi seorang istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa 
idah ia tidak haid karena menyusui maka idahnya tiga kali waktu 
suci. 
d. Dalam keadaan yang disebut pasal 5 KHI pasal 153 bukan karena 
menyusui maka idahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam 
waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali maka iddahnya 
menjadi tiga kali suci.
44
 
4. Hikmah disyariatkan idah. 
Mayoritas fukaha berpendapat bahwa semua idah tidak lepas dari 
sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut: 
a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab. 
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 Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. 


































b. Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan 
kembali pada istri yang tercerai. 
c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk 
memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya. 
d. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali 
dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali 
penantian yang lama. 
Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa idah adalah diantara perkara 
yang bersifat ibadah yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah 
karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul 
ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak bain. 
Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah idah ini selain 
untuk mengetahui keadaan rahim, demi menentukan hubungan nasab 




Selain itu sebenarnya terdapat aturan mengenai masalah idah ini 
yakni Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Islam tentang poligami dalam idah istri. 
Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Islam masalah poligami dalam idah istri di 
terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat 
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 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat..., 320. 


































Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta pada tanggal 10 
februari 1979 diberikan kepada: 
a. Saudara ketua Pengadilan Agama tingkat pertama. 
b. Saudara ketua Pengadilan Agama tingkat Banding di seluruh 
Indonesia. 
Isi dari Surat Edaran adalah menunjuk keputusan rapat Dinas 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Negara tanggal 24 sampai 28 Mei 
1976 di Tugu Bogor lampiran IV point c. 3 perihal seperti tersebut pada 
pokok surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut: 
a. Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan 
talak raj’i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum 
habis masa idah bekas istrinya. Maka ia harus mengajukan 
ijin poligami ke Pengadilan Agama. 
b. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa 
pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj’i 
adalah masih ada ikatan perkawinan sebelum habis masa 
idahnya. Karena kalau suami tersebut kalau menikah lagi 
dengan wanita lain, pada hakekatnya dari segi kewajiban 
hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang 
(poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat 
ditetapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan, 
c. Sebagai produk Pengadilan, penolakan atau ijin permohonan 
tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan 
pengadilan Agama. 
 
Surat edaran merupakan hukum positif yang berlaku umum terdiri 
dari peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan termasuk di 
dalamnya yakni surat edaran, juklak, juknis.
46
 Sedangkan surat 
pernyataan sifatnya sama dengan perjanjian dimana di dalamnya terdapat 
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 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik) (Yogyakarta: FH UII Press, 
2004), 15. 


































perjanjian para pihak. Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, 
perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 
1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah 
pihak atau karena alasan- alasan yang cukup menurut undang- undang, 
dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Syarat sahnya perjanjian 
diatur dalam pasal 1320-1337 KUHPer, yaitu: 
1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian 
kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal 
pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, 
antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas 
(sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu 
dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di 
sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), 
paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud). 
Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata, 
perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi 
karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau 
penipuan. 
2. Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPerdata, 
pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, 
kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. 
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa 
yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, 
yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian 
ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPerdata, objek 
perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu 
yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 
1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian 
adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. 
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu 
sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh 
para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban 
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 Pasal  1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek. 


































Menurut KUHPerdata apabila salah satu pihak tidak menjalankan, 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian 
atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang 
ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai 
wanprestasi. 


































PROFIL KEPALA KUA TENGGARANG BONDOWOSO DAN 
PANDANGAN KEPALA KUA TENGGARANG BONODOWOSO 
TENTANG IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDAH 
 
A. Profil Kepala KUA Tenggarang Bondowoso 
Drs.  H.  Moh. Syaean,  M.HI lahir di Lamongan pada tanggal 8 
Oktober 1966. Alamat tinggal saat ini di jalan Sekarputih Indah Nomor 47   RT.  
31   RW.  01    Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten 
Bondowoso. Sejak kecil beliau tinggal di Lamongan sampai tamat Sekolah 
Dasar (SD). Sejak SD hingga kuliah beliau bersekolah di bawah naungan 
Departemen Agama. Pendidikan SD yang ditempuh di MI Ihya‟us Sunah 
Lamongan. Setelah selesai SD di kampung halaman, kemudian melanjutkan 
studi di Mts Assa‟adah Bungah Gresik. Selanjutnya lulus dari Mts, beliau 
melanjutkan sekolah ke MAN Assa‟adah Bungah Gresik sekaligus mondok di 
Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik. Beliau sebagai koordinator santri 
Jam‟iyatul Qurra‟ wal Huffadz Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik pada 
tahun 1985 sampai tahun 1988. Selain sebagai koordinator santri, beliau juga 
sebagai koordinator seksi pendidikan OSIS MA As-Sa‟adah Bungah Gresik. 
Setamat dari MAN Gresik melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di 
Surabaya tepatnya di IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
jurusan Hukum Perdata Islam lulus pada tahun 1993 dengan karya tulis 
skripsi tinjauan hukum Islam terhadap sitem jual-beli bahan bangunan di 
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Selama di kampus aktif dalam 


































organisasai Ikatan Keluarga Besar Alumni MA As-Sa‟adah Bungah Gresik di 
Surabaya yaitu sebagai koordinator pendidikan pada tahun 1990 sampai 
dengan 1993. Kemudian tahun 2005 lulus sarjana magister hukum Islam di 
Universitas Darul „Ulum Jombang dengan karya ilmiah tesis perceraian PNS 
salam perspektif hukum Islam (Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan 
Agama Bondowoso). 
Pada tahun 1994 mengikuti diklat CPPN yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama Republik Indonesia 
dinyatakan lulus dan menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 Maret 1994 
bertugas sebagai staf KUA Kecamatan Tapen dengan Surat Keputusan 
Menteri Agama Nomor B.II / 3-C / PB. I / 11008 tertanggal 3 Agustus 1994. 
Setelah beberapa bulan menjadi CPNS, beliau menyempurnakan 
kehidupannya pada tanggal 8 November 1994 menikah dengan Hj. Lailatul 
Badriyah kemudian dikaruniai dua anak perempuan: 
1. Khalisatul Abidah Elsy lahir di Surabaya 27 April 1996, sekarang 
menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri 
Malang. 
2. Nailil Isti‟anah El-Karimah Elsy lahir di Bondowoso 16 Maret 2002, 
sekarang menempuh pendidikan SMA di Bondowoso. 
Pada tahun 1995 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1995 resmi 
menjadi PNS di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Bondowoso bertugas sebagai staf KUA Kecamatan Tengarang dengan Surat 
Keputusan Menteri Agama Nomor Wm.01.01/Kp.00.31474/SK/1995. Tahun 


































1997 H. Moh. Syaean bertugas sebagai wakil PPN KUA Kecamatan 
Tenggarang, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1997 pindah tugas ke KUA 
Kecamatan Tapen dan tahun 1998 sebagai wakil PPN KUA Kecamatan 
Tapen. Selanjutnya tahun 1999 sebagai wakil PPN KUA Kecamatan 
Tamanan. Tahun 2000 diberi amanah sebagai Kepala KUA Kecamatan 
Tamanan selama dua tahun, kemudian pindah tugas ke KUA kecamatan 
Maesan tahun 2000 sampai tahun 2003. Pada tahun 2003 sebagai 
penyelenggara zakat dan wakaf, dan sebagai kepala KUA Kecamatan 
Grujugan. Selanjutnya pada 14 September 2005 dipindah tugaskan ke KUA 
Kecamatan Klabang yang saat itu menjadi Fungsional Penghulu muda 
sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004. Tanggal 1 
April 2008 dipindah tugaskan ke KUA Kecamatan Prajekan sebagai Kepala 
KUA, dan pada tahun yang sama menjadi Fungsional Penghulu Madya. 
Selanjutnya tahun 2009 pindah tugas ke KUA Kecamatan Wonosari terhitung 
tanggal 5 Agustus 2009. Tahun 2010 dipindahkan tugas ke KUA Kecamatan 
Bondowoso terhitung tanggal 17 Desember 2010 selama tiga tahun. 
Kemudian tahun 2013 pindah tugas ke KUA Kecamatan Jambesari DS 
tehitung tanggal 13 Juni 2013. Tahun 2014 pindah tugas ke KUA Kecamatan 
Curahdami terhitung tanggal 23 Desember 2014. Kemudian tanggal 30 
November 2016 dipindahkan kembali ke KUA Kecamatan Tenggarang 
sampai sekarang. 
Selain pendidikan formal, pendidikan non formal juga banyak yang 
diikuti. Diantaranya sebagai berikut: 


































1. Diklat CPPN yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Departemen Agama Republik Indonesia. 
2. Diklat Prajabatan Tingkat III diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK 
Surabaya. 
3. DDTK diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya. 
4. Penataan Nadzir Wakaf diselenggarakan oleh Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 
5. Diklat ADUM diselenggarakan oleh LAN dan Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Departemen Agama Republik Indonesia. 
6. Diklat Fasilitator Keluarga Catin diselenggarakan oleh Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 
7. Diklat Manajemen Pengelolaan Zakat diselenggarakan oleh Balai Diklat 
PTK Surabaya. 
8. Diklat PPN diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya. 
9. Pelatihan Kesehatan Masjid diselenggarakan oleh Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 
10. Orientasi Penghulu diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi Jawa Timur. 
11. Diklat Peningkatan Kualitas Kepala KUA diselenggarakan oleh Balai 
Diklat PTK Surabaya. 
12. Lokakarya Teknik Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu 
diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa 
Timur. 


































13. Pelatihan Pembinaan Haji bagi Kepala KUA diselenggarakan oleh 
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 
14. Orientasi Jalis diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi Jawa Timur. 
15. DDTK Pengembangan SDM Berbasis Shibghoh diselenggarakan oleh 
Balai Diklat PTK Surabaya. 
16. Lokakarya Sengketa Perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 
17. Pelatihan Pembinaan Haji bagi Kepala KUA diselenggarakan oleh 
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 
18. Diklat bagi Organisasi Lembaga Pengelola Wakaf/Nadzir 
diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa 
Timur. 
19. Diklat Petugas Operasional yang Menyertai Jamaah Haji (Kloter) 
Embarkasi Surabaya diselenggarakan oleh KKP Kelas I Surabaya dan 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 
20. Diklat bagi Asosiasi Nadzir Wakaf Produktif diselenggarakan oleh 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 
21. DDTK Penyusunan SOP diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK 
Surabaya. 
22. Diklat Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji diselenggarakan oleh Dirjen 
PHU dan IAIN Sunan Ampel. 


































23. Orientasi Manajemen Forum Asosiasi Nadzir diselenggarakan oleh 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 
24. Temu Ilmiyah Ahli Hisab-Rukyat diselenggarakan oleh Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 
25. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Penanggulangan 
Perkawinan Usia Dini serta Perlindungan Anak diselenggarakan oleh 
Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso. 
26. Diklat Petugas Operasional yang Menyertai Jamaah Haji (Kloter) 
Embarkasi Surabaya diselenggarakan oleh KKP Kelas I Surabaya dan 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 
Pengalaman organisasi: 
1. Takmir Masjid Nurul Huda Tapen Bondowoso sebagai Ketua Umum. 
2. Takmir Masjid Al-Khodijah Sekarputih Bondowoso sebagai Ketua I. 
3. KBIH At-Taqwa Bondowoso sebagai Pebimbing. 
4. Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Bondowoso sebagai Sekretaris II. 
5. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bondowoso sebagai Bidang Hukum 
dan Wakaf. 
6. APRI Kabupaten Bondowoso sebagai Sekretaris I. 
7. Kelompok Kerja Penghulu Kabupaten Bondowoso sebagai Ketua. 
8. Takmir Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso sebagai Ketua I. 
9. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bondowoso sebagai Sekretaris 
Komisi. 
 


































B. Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang Izin Poligami 
sebelum Habis Masa Idah 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.
1
 Sebagaimana ketentuan perkawinan tidak terlepas dari agama dan 
kepercayaan yang dianutnya. Itu berarti bahwa pernikahan pun juga 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan 
pencatatan perkawinan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dalam 
memenuhi tertibnya administrasi publik. 
Persoalan pernikahan suami dalam masa idah istri dengan 
dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 
Nomor DIV/Ed/17/1979, tentang poligami dalam masa idah diberlakukan 
bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan 
mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya, 
maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Akan tetapi 
masyarakat banyak yang kurang memahami tentang ketentuan tersebut 
sehingga mereka beranggapan hanya istrilah yang mempunyai masa idah dan 
ketika mau menikah harus menunggu masa idah selesai. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso, penulis mendapatkan data berupa pandangan Kepala KUA 
Tenggarang Bondowoso mengatakan bahwa suami yang akan menikah lagi 
dengan perempuan lain dalam masa idah bekas istri menurut ketentuan agama 
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 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 


































sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Bekas istri dalam masa idah atau 
zawjah muṭallaqah bila perceraian itu terjadi atas inisiatif suami maka bekas 
istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa idah. Tetapi 
menurut aturan surat edaran tentang masalah poligami dalam idah dijelaskan 
jika mau menikah harus meminta izin poligami dahulu kepada bekas istrinya, 
dan pengajuannya sama seperti poligami biasanya.
2
 
Ketentuan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan: 
Pasal 4 
1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, 
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya. 
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan 
izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
apabila. 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 
Pasal 5 
1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 
a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 




Pernikahan suami dalam masa idah bekas istri di KUA Tenggarang 
Bondowoso yaitu seorang suami bernama Andriyanto dengan Absiatun 
seorang wanita yang menjadi janda mati sekitar satu tahun. Setelah satu bulan 
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 Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 


































dari putusan Pengadilan ditetapkan cerai dengan Wiwin Suhartiningsih, 
Andriyanto menikah lagi dengan Absiyatun ketika masih dalam masa idah 
bekas istri.  
Andriyanto menyadari ketika menikah dengan Absiyatun, bekas 
istrinya masih dalam masa idah namun ia ingin menikah lagi karena waktu itu 
sudah sesuai hitungan jawa. Ketika daftar nikah, Andiyanto disarankan oleh 
pihak KUA ditunda dulu pernikahannya sampai masa idah bekas istrinya 
selesai atau minta izin poligami ke Pengadilan Agama karena ada 
ketentuannya jika menikah masih dalam masa idah bekas istri namun yang 
Andriyanto ketahui ia tidak perlu ikut menunggu masa idah selesai karena 
yang punya masa idah itu hanya perempuan dan jika ditunda takut 
menimbulkan zina dan tidak mau nikah siri, apalagi masih berhubungan 
dengan bekas istrinya. Maka kepala KUA menyarankan untuk membuat surat 
pernyataan bermaterai saja yang isinya saya telah bercerai dengan istri saya 
dan tidak akan merujuk bekas istri kembali.
4
 
Kedua pernikahan Yoyok Priyawan Yoga dengan Nadiratul Laili. 
Yoyok mengetahui bahwa ada idah istri tetapi idah istri itu hanya untuk itri, 
tidak untuk laki-laki. Pihak KUA menyarankan bahwa harus menunggu masa 
idah bekas istri selesai namun alasannya untuk tetap menikah karena sudah 
tidak bisa mengatur rumah tangga sendiri.
5
 
Pada dasarnya Kepala KUA Tenggarang Bondowoso mendukung 
dengan adanya ketentuan poligami dalam idah karena memang sudah 
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seharusnya dalam diri manusia terdapat sifat toleransi kepada sesama 
manusia. Apalagi kepada seorang perempuan yang pernah menjadi bagian 
dalam hidupnya yaitu bekas istri. Sudah sepatutnya seorang suami 
menghargai bekas istri dengan ikut menunggu masa berlalu idah dan juga 
agar si mantan suami tidak terburu-buru menikah lagi dengan perempuan lain 
diberi waktu berpikir mungkin ada keinginan untuk rujuk kembali pada bekas 
istrinya. Tetapi dikarenakan waktu untuk meminta izin poligami ke 
Pengadilan Agama butuh waktu lama dimulai dari pendaftaran, menuggu 
jadwal sidang, sampai penetapan Pengadilan selesai ditakutkan masa idah 
bekas istri sudah selesai dan penetapan tersebut tidak berlaku lagi, dan juga 
apabila masih bersangkutan dengan bekas istri untuk dimintai izin poligami 
kebanyakan dari suami tidak mau. Dalam hal ini Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso memberikan alternatif lain dengan menggunakan surat 
pernyaatan suami bermaterai Rp 6000 yang isinya bahwa saya tidak  akan 
merujuk bekas istri saya selama masa idah.
6
 
Pengetahuan pegawai KUA Tenggarang Bondowoso meneganai 
ketentuan poligami dalam idah sependapat bahwa seorang suami juga harus 
menunggu sampai masa idah bekas istrinya selesai. Ini terbukti dengan 
adanya pemberitahuan dari pihak KUA kepada suami yang mau menikah lagi 
dengan wanita lain dalam masa idah bekas istri. Menurut pihak KUA 
Tenggarang Bondowoso, Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam tentang poligami dalam idah 
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istri hanya sebatas himbauan, boleh diterapkan boleh tidak. Jadi untuk 
mengantisipasi agar tidak terjadi rujuk dengan bekas istri ketika mnikah 
dengan wanita lain maka menggunakan alternatif lain dengan menggunakan 




Menurut Kepala KUA Tenggarang Bondowoso dengan membuat surat 
pernyataan tersebut merupakan alternatif yang paling efektif karena tidak 
harus menunggu proses lama ke Pengadilan Agama. Beliau juga menjelaskan 
bahwa surat pernyataan  termasuk dalam akta di bawah tangan. Akta di 
bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya dan mempunyai kekuatan 
pembuktian sama seperti akta autentik. Beliau berpedoman pada KUPerdata 
dan Putusan Mahkamah Agung. 
Ketika pendaftaran nikah, Kepala KUA Tenggarang Bondowoso 
memberitahukan kepada staf apabila ada pendaftar laki-laki duda cerai talak 
mau menikah masih dalam masa idah istri dijelaskan tentang ketentuan 
masalah poligami dalam idah dan disarankan untuk meminta izin poligami 
terlebih dahulu ke Pengailan Agama. Kepala KUA Tenggarang Bondowoso 
hanya bisa sebatas memberi tahu dan menyarankan, tetapi suami yang 
bersikeras untuk tetap melaksanakan pernikahannya tanpa meminta izin 
poligami karena tidak mau berurusan lagi dengan bekas istri, takut berbuat 
zina dengan calon istri yang baru jika tidak cepat menikah, dan pernikahan 
tetap terlaksana maka Kepala KUA Tenggarang Bondowoso memberi 
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alternatif menyarankan kepada si suami untuk membuat surat pernyataan 
bermaterai Rp 6000 sebagai pengganti persayaratan penetapan izin poligami 




                                                          
8
 Moh. Syaean, Wawancara, Bondowoso, 5 Januari 2018. 


































ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA 
TENGGARANG BONDOWOSO TENTANG IZIN POLIGAMI SEBELUM 
HABIS MASA IDAH 
 
A. Analisis Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang Izin 
Poligami Sebelum Habis Masa Idah 
 
Idah adalah masa menunggu bagi seorang istri yang putus 
pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, 
maupun atas keputusan pengadilan. Masa idah tersebut hanya berlaku bagi 
istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum 
melakukan hubungan suami-istri (qabla al-dukhūl) maka dia tidak 
mempunyai masa idah.
1
 Dalil kewajiban menjalani masa idah didasarkan 
pada firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 228: 
  قََّطُمْلَو  ٰ  َُ َّنِهِسُف َْنِاب َنْصَّبَر َت َي ُت  وُر ُق َتَث ٍء
ىٰق
   ِف ُللها َقََٰخ اَم َنْمُتْكَّي َْنا َُّنَلَ  لَِيََلاَو   ْنِا َّنِهِماَحَْرا
  ْلاا ِمْو َيْلَو ِللهِاب َّنِمْؤ ُي َّنُك ِرِخ
ىٰق َّنُه َُتل ْوُع ُبَو   ذ ِْف َّنِى دَرِب  قَحَا  وُدَاَرا ْنِا َكِلاًحَلَْصِا ا
ىٰق  ُلْثِم َُّنَلََو
 ِفْوُرْعَمْلِاب َّنِهْيََٰع ْيِذَّلا
ىٰص  ٌةَجَرَد َّنِهْيََٰع ِلاَج ِرلَو
ىٰق  ٌمْيِكَحٌز ِْيزَع ُللهاَو 
 
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru'
2
 tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang makruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 
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 Quru’ dapat diartikan suci atau haid. 


































Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang 
sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan 
untuk menunggu selama tiga kali quru’. Artinya mereka harus berdiam diri 
selama tiga kali quru’ setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika 
menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. 
Dalam istilah fukaha idah adalah masa menunggu wanita sehingga 
halal bagi suami lain. Idah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja 
mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena 
maslahat. Idah diantara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada 
kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal 
menikah kecuali habis masa idah wanita yang dicerai.
3
 
Seiring berjalannya waktu, idah yang hanya dilakukan oleh seorang 
perempuan, juga dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. 
Pemberlakuan idah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur-literatur 
fikih (Al-Fiqh al-Islami wa Adilaltuhu) dalam dua kondisi. Pertama jika 
seorang laki-laki mencerai istrinya dengan talak bain, dan dia mau menikahi 
seorang yang tidak boleh dikumpulinya seperti saudara perempuan. Maka dia 
tidak diperkenankan, sehingga idah istri pertama yang termasuk ada ikatan 
mahram dengan calon istri yang kedua selesai. Kedua jika seorang 
mempunyai empat istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, 
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 Dalam Hasyiyah Ibnu „Abidin: 3/503 Seorang laki-laki mempunyai masa tunggu (beridah) dalam 
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maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa 
idah yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai. Wahbah Zuhaili, menambah 
satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi pada perempuan 
yaitu perempuan yang tertalak tiga kali, sebelum adanya tahlil atau sebelum 




Terkait laki-laki yang menikah dalam masa idah istri pertama, Kepala 
KUA Tenggarang berpandangan bahwa ketentuan Surat Edaran Direktur 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbapera) Nomor 
DIV/Ed/17/1979 masalah poligami dalam idah bersifat administratif bukan 
menyangkut sahnya perkawinan. Oleh karena itu Kepala KUA membolehkan 
perkawinan dan menyiasati administrasi dengan membuat surat pernyataan.
5
 
Karena pada dasarnya Alquran dan Hadis tidak ada yang menjelaskan terkait 
masa idah bagi laki-laki secara jelas. Yang menjalani masa idah hanya 
perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya sesuai 
dengan ketentuan Alquran Surah Albaqarah ayat 228 di atas. Kecuali ada dua 
kondisi dimana laki-laki harus menjalani masa idah seperti yang dikatakan 
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B. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Idah 
Idah adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan 
perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup 
maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau 
untuk berpikir bagi suami.
6
 Terkait masa idah, wanita yang masih dalam  
masa idah talak 1 dan 2 seorang wanita masih berhak mendapat nafkah dari 
suaminya berupa tempat tinggal, pakaian, makan, dan kebutuhan hidupnya 
yang lain. Meskipun saat talak itu ia sedang hamil atau tidak.
7
 Sebagaimana 
firman Allah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 228 di poin A dan hadis: 
 ٍمْو ُتْكَم  ُما ِنْبا ِكَّمَع ِنْبا ِتْي َب ِْف ي دَتْعِا 





Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban 
memberi nafkah pasca cerai Pasal 149:
9
 
a. Keharusan memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik 
berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-
dukhūl. 
b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri 
selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain 
atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 
apabila qabla al-dukhūl. 
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d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum 
mencapai umur 21 tahun. Ini diatur dalam Pasal 41 Undang-
Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut : 
1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 
2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi 
tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya 
bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat 
melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 




Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya 
yang masih dalam idah. 
Pasal 151 
Bekas istri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak 
menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. 
Pasal 152 
Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas 
suaminya kecuali ia nusyuz 
 
Senada dengan ayat di atas terdapat ketentuan Surat Edaran Nomor 
D.IV/E.d/17/1979 masalah poligami dalam idah ayat 1 dan 2 disebutkan: 
a. Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak 
rajʻi dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis 
masa idah bekas istrinya. Maka ia harus mengajukan izin 
poligami ke Pengadilan Agama. 
b. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada 
hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak rajʻi adalah 
masih ada ikatan perkawinan sebelum habis masa idahnya. 
Karena kalau suami tersebut kalau menikah lagi dengan wanita 
lain, pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum 
adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu 
terhadap kasus tersebut dapat ditetapkan pasal 4 dan 5 Undang-




                                                          
10
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 
1997), 134. 
11
 Pasal 1 dan 2 Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 
DIV/Ed/17/1979. 


































Hal ini disebabkan karena sebenarnya perkawinan itu belum 
sepenuhnya terputus, melainkan hanya berhenti sementara, dan nasib 
perkawinan terebut ditentukan dalam masa idah, apakah terjadi rujuk atau 
tidak. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 152 KHI yaitu : “Bekas istri 
berhak mendapat nafkah idah dari bekas suaminya kecuali nusyuz”. Oleh 
karena itu, perkawinan itu belum putus sepenuhnya, maka apabila bekas 
suami hendak menikah lagi dalam masa idah bekas istrinya, pada hakikatnya 
bekas suami tersebut menikah dengan lebih dari seorang/poligami. 
Izin menikah dalam masa idah talak rajʻi yang dibuat oleh pemerintah 
dalam hal ini adalah Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan 
Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 mempunyai dampak positif yaitu 
setidaknya mencegah terjadinya suatu penyimpangan dari tujuan perkawinan 
dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “untuk 
membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”, karena terjadinya poligami otomatis yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu juga untuk 
memperhatikan kesejahteraan wanita baik wanita yang masih dalam masa 
idah maupun wanita yang akan dinikah. 
Dengan adanya izin menikah dalam masa idah talak rajʻi yang diatur 
dalam Surat Edaran Ditbinbapera Nomor D1V/Ed/17/1979 sejalan dengan 
prinsip hukum Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan umum dari 
pada perorangan. Oleh karena itu jika suami ingin menikah lagi dengan 
perempuan lain dia diharuskan mengajukan permohonan izin ke pengadilan 


































karena jika tidak, apabila suami kembali kepada istri  yang diceraikan 
sedangkan dia sudah menikah dengan perempuan lain maka dia telah 
melakukan penyelundupan hukum, dengan demikian dia telah berpoligami. 
Dalam pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso beliau 
mendukung dengan adanya ketentuan tersebut karena memang sudah 
seharusnya dalam diri manusia terdapat sifat toleransi kepada sesama 
manusia. Apalagi kepada seorang perempuan yang pernah menjadi bagian 
dalam hidupnya yaitu bekas istri. Sudah sepatutnya seorang suami 
menghargai bekas istri dengan ikut menunggu masa berlalu idah dan juga 
agar si mantan suami tidak terburu-buru menikah lagi dengan perempuan lain 




Dilihat dari pemahaman tentang Surat Edaran tersebut membuat pihak 
KUA menjadi dilema dalam memecahkan kasus pernikahan suami dalam idah 
yaitu apabila tetap dilakukan perkawinan, mereka mengetahui ada peraturan 
yang mengatur tentang perkawinan seorang suami yang mau menikah lagi 
dalam masa idah istri yaitu melalui izin ke Pengadilan Agama. Tetapi apabila 
suami tetap bersikeras untuk dilakukan pernikahan pihak KUA tidak bisa 
menolaknya karena disamping dalam sumber hukum Alquran dan Hadis tidak 
ada teks yang mengaturnya. Oleh karena itu kepala KUA memberi alternatif 
lain dengan menggunakan surat pernyaatan bermaterai Rp 6000 yang isinya 
bahwa tidak akan merujuk bekas istri selama masa idah dengan alasan waktu 
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untuk meminta izin poligami ke Pengadilan Agama lama menuggu jadwal 
sidang, ditakutkan ketika sidang selesai dan masa idah bekas istri juga selesai 
jadi tidak akan berguna surat izin poligami. Pada dasarnya seorang suami 
tidak bisa melakukan pernikahan dengan orang lain selama masih dalam masa 
idah istri tanpa izin dari Pengadilan Agama, meskipun pada hakikatnya idah 
istri merupakan milik bekas istri. Hal ini juga dilakukan oleh Kepala KUA 
sebelumnya, tidak hanya Pak Moh. Syaean saja. 
Terkait alasan teknis yang dilakukan oleh kepala KUA Tenggarang 
menurut penulis memang baik dilakukan daripada menunggu lama penetapan 
pengadilan agama sampai habis masa idahnya maka izin poligami tersebut 
tidak berlaku poligami dalam idah, ditakutkan juga jika mereka tidak segera 
menikah akan berbuat zina, namun penulis kurang setuju karena tidak adanya 
ketegasan oleh Kepala KUA Tenggarang dalam menjalankan peraturan yang 
berlaku. Alternatif yang dilakuakan oleh kepala KUA Tenggarang 
Bondowoso juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Kompilasi 
Hukum Islam, isinya bahwa seorang pria dilarang melangsungkan 
perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 
(empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau 
masih dalam idah talak rajʻi ataupun salah seorang diantara mereka masih 
terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak rajʻi.13 
Pandangan menurut pihak KUA Tenggarang Bondowoso, Surat 
Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama 
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 Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. 


































Islam Islam tentang poligami dalam idah istri hanya sebatas himbauan, boleh 
diterapkan boleh tidak hal itu kurang tepat karena ditinjau secara yuridis surat 
edaran masalah poligami dalam idah istri bukan hanya sekedar himbauan 
tetapi merupakan hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, peraturan kebijakan termasuk di dalamnya yakni surat 
edaran, juklak, juknis.
14
 Maka sebagai kepala KUA harus mengikuti sesuai 
aturan yang berlaku. 
Mengenai surat pernyataan bermaterai dalam surat perjanjian yang 
dibuat oleh suami menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian 
yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdata 
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat 
ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan- 
alasan yang cukup menurut undang- undang, dan harus dilaksanakan dengan 
itikad baik. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 
KUHPer, yaitu: 
1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian 
kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok 
yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para 
pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk 
mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan 
secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah 
bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, dures), 
dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan 
pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila 
kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, 
paksaan, atau penipuan. 
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 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik) (Yogyakarta: FH UII Press, 
2004), 15. 


































2. Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPerdata, pada 
dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali 
ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. 
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang 
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang 
paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian 
ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPerdata, objek 
perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang 
sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 
KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-
barang yang dapat diperdagangkan. 
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu 
sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para 
pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini 




Menurut KUHPerdata apabila salah satu pihak tidak menjalankan, 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau 
pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang 
ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. 
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 Pasal  1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek. 




































Dari beberapa uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Kepala KUA Tenggarang Bondowoso mendukung adanya izin poligami 
sebelum habis masa idah yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 
D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam. 
Akan tetapi, karena surat edaran tersebut hanya bersifat administratif saja 
bukan menyangkut keabsahan perkawinan, maka ia membolehkan 
perkawinan dengan wanita lain sebelum masa idah bekas istri habis tanpa 
izin poligami dengan menyiasati administrasi, yaitu membuat surat 
pernyataan bermaterai Rp 6000 yang menyatakan suami tidak akan 
merujuk bekas istrinya kembali. 
2. Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso yang menyatakan 
bahwa Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Islam hanya bersifat administratif saja 
dengan memberi alternatif sebagaimana di atas tidak sesuai dengan Pasal 
42 Kompilasi Hukum Islam yang melarang melangungkan perkawinan 
ketika salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan 
sedang yang lainnya masih dalam masa idah talak rajʻi. 
 



































Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat 
diberikan: 
1. Bagi kepala KUA Tenggarang Bondowoso seharusnya tidak menyalahi 
semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
kewenangannya, khususnya Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 
Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam masalah poligami 
dalam idah dan Kompilasi Hukum Islam. 
2. Bagi suami ketika mau menikah lagi dengan wanita lain seharusnya 
menunggu selesainya masa idah bekas istri terlebih dahulu agar 
terwujudnya perpisahan yang baik. 
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